








pelaksanaan hingga pengawasan dan monitoring agar sasaran kegiatan 

padat karya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan; 

2. Terlaksananya penyaluran dana bantuan pemerintah Padat Karya 

Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian secara efektif. 

D. Sasaran 

Terbangunnya dan dimanfaatkannya infrastruktur/prasarana dan sarana 

pertanian yang perlu penanganan segera dan/atau dananya tidak tersedia 

pada tahun berjalan dalam rangka mendukung produksi komoditas 

pertanian.  

 

E. Indikator Kinerja  

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan 

Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air 

Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 maka ditentukan 

indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut: 

1. Indikator Keluaran (Output) 

Terlaksananya pengembangan irigasi pertanian berupa kegiatan, 

Pengembangan Embung Pertanian (Embung, Long Storage, Dam Parit), 

Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaan, Normalisasi Saluran Irigasi 

dan/atau drainase, dan Aspek Pengelolaan Air lainnya. 

2. Indikator Hasil (Outcome) 

Meningkatnya fungsi layanan irigasi untuk meningkatkan produktivitas 

dan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 

perkebunan rakyat. 

3. Indikator Manfaat (Benefit) 

Meningkatnya Indeks Pertanaman dan/atau produktivitas tanaman 

pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat. 

4. Indikator Dampak (Impact) 

a. Meningkatnya rasa memiliki petani terhadap infrastruktur/ 

prasarana dan sarana irigasi sehingga mampu mengelola secara 

berkelanjutan. 

b. Meningkatnya pendapatan petani. 

 

 

 



F. Istilah dan Pengertian 

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1. Embung Pertanian adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan 

dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, 

sungai dan sumber air lainnya dan atau meninggikan muka air dalam 

bentuk embung, long storage dan dam parit dimanfaatkan sebagai air 

irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (hijauan 

makanan ternak, sanitasi dan minum ternak). 

2. Irigasi Perpipaan adalah sistem irigasi secara gravitasi yang 

pendistribusiannya menggunakan pipa/selang. 

3. Irigasi Perpompaan adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa 

air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup. 

4. Irigasi Bertekanan adalah sistem pemberian air ke lahan air pertanian 

dengan menggunakan tekanan (pressure). Irigasi bertekanan meliputi 

irigasi tetes (drip) dan irigasi curah (sprinkler). 

5. Saluran irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke 

saluran lain/daerah lain. 

6. Saluran pembuang merupakan saluran dan bangunan yang membuang 

kelebihan air dari petak-petak sawah ke jaringan pembuang utama. 

7. Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air 

sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. 

8. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disebut RUK adalah 

rencana usulan kegiatan yang disusun oleh UPKK 

P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan, disetujui oleh tim teknis. 

9. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah surat 

perjanjian kerja sama antara PPK dengan UPKK 

P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan pada pelaksanaan kegiatan . 

10. Tim teknis adalah tim yang bertugas membantu 

P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan . 

11. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria 

bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok 

masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 



12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. 

13. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter. 

14. Air Tanah Dalam adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter. Air 

tersebut terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan 

yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer 

15. Irigasi air usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk 

menunjang usaha pertanian, termasuk di dalamnya irigasi air 

permukaan, irigasi air tanah, irigasi tambak dan irigasi rawa. 

16. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 

terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 

17. Sumber Air Irigasi adalah tempat atau wadah air alami dan/atau 

buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun  di bawah permukaan 

tanah yang dapat dipergunakan untuk irigasi. 

18. Koordinat adalah letak/posisi suatu wilayah berdasar garis lintang, 

garis bujur, dan ketinggian di atas permukaan laut. 

19. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) adalah saluran dan bangunan yang 

merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan dan 

penyaluran irigasi air tanah yang mencakup penyediaan, pengambilan, 

penyaluan dan pembagian. 

20. Muka air bawah tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur bor 

dihitung dari muka tanah setempat atau titik acuan lain. 

21. Irigasi Curah (Sprinkler) adalah pemberian air pada permukaan tanah 

dalam bentuk percikan air seperti curah hujan. 

22. Irigasi Tetes (Drip) adalah pemberian air pada tanaman secara langsung, 

baik pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan 

secara berkesinambungan dan perlahan pada tanah di dekat 

tumbuhan. 

 

  



BAB II  

PELAKSANAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI 

PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN 

ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2023 

 

A. Pengorganisasian 

Pelaksanaan Kegiatan pengembangan kegiatan irigasi pertanian dan 

pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim tahun 

anggaran 2023 adalah kegiatan nasional yang melibatkan peran dan 

tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah. 

1. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan 

a) Tingkat Pusat 

Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan 

Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 

Tahun Anggaran 2023 di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat 

Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian. Tugas dan tanggung jawab tingkat pusat: 

● Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas 

Provinsi/Kabupaten/Kota; 

● Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK 

Penerima Bantuan dan SK Tim Teknis; 

● Melakukan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan 

Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun 

Anggaran 2023. 

b) Tingkat Daerah 

Tugas dan tanggung jawab tingkat Daerah adalah sebagai berikut: 

● Menghimpun, menerima dan melakukan verifikasi kebenaran 

usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan. 

● Menyampaikan usulan dokumen administrasi calon penerima 

bantuan kepada Pusat dengan tembusan ke Provinsi. 

● Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring 

serta evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian 

Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi 

Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023. 

● Melakukan pembinaan teknis Kegiatan Pengembangan Kegiatan 



Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan 

Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 di Tingkat 

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi 

Sarana dan Prasarana Pertanian. 

● Mengusulkan nama petugas Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota 

untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat. 

2. Tugas Tim Teknis 

a) Tim Teknis Pusat 

● Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan Kegiatan 

Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan 

Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun 

Anggaran 2023 dari daerah; dan 

● Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kegiatan 

Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan 

Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun 

Anggaran 2023. 

b) Tim Teknis Daerah 

● Melakukan seleksi dan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi 

(CP/CL) untuk ditetapkan sebagai CP/CL yang layak menerima 

bantuan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten; 

● Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan 

penyusunan RUK, administrasi pemberkasan dan penyusunan 

laporan akhir); 

● Memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan 

pencairan dana; 

● Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa 

uang yang dikelola UPKK; 

● Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan 

membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil 

Pekerjaan. 

● Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Pada Karya Produktif 

Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima 

bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan 

Hasil Pekerjaan. 

● Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring 

serta evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian 



dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi 

Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 

 

B. Pendanaan 

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima bantuan 

berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023. 

 

C. Ketentuan Kegiatan 

1. Ruang Lingkup Kegiatan 

Kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan 

kegiatan irigasi pertanian dan pembangunan bangunan konservasi air  

dan antisipasi anomali iklim tahun anggaran 2023 meliputi: 

● Irigasi Perpipaan/ Perpompaan,  

● Pengembangan Embung Pertanian 

● Irigasi Bertekanan 

● Kegiatan Aspek Pengelolaan Air lainnya.  

2. Tata Laksana Pangadaan Bantuan 

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan 

Permentan 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan 

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Tahun Anggaran 

2023. 

Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan 

Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 

2023 termasuk pada katagori Bantuan Lainnya yang memiliki 

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan 

mekanisme transfer uang ke rekening Penerima Bantuan dengan rincian 

sebagai berikut: 

a) Transfer uang dari rekening kas Negara ke rekening penerima 

bantuan yang aktif dan tervalidasi oleh petugas bank. 

b) Rekening atas nama UPKK penerima bantuan dan hanya dapat 

dicairkan setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas lingkup 

Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala 



Dinas. 

c) Pencairan bantuan dalam bentuk uang dapat dilakukan 1 tahap dan 

2 tahap (70 % dan 30 %) sesuai dengan persentase pekerjaan. 

d) Pencairan Tahap II dilakukan setelah Tim Teknis melakukan 

pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan 

kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. 

e) Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat perjanjian kerjasama 

(SPK) antara PPK Satker Pusat dengan penerima manfaat. 

f) Pembelian/pengadaan bahan bangunan, sewa alat berat mengacu 

pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan 

bukti pembelanjaan yang sah.  

g) Penerima bantuan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban 

berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima 

pertanggungjawaban bantuan, dokumentasi dengan open camera, 

kuitansi pembelian dan pembukuan sederhana. 

h) Anggaran terkait SID (Survei Investigasi dan Desain) tidak 

dialokasikan dalam kegiatan Banpem Pusat, SID disiapkan oleh 

Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/Dinas Kabupaten Terkait. 

 

3. Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan 

a) Pengembangan Sumber-Sumber Air melalui Irigasi Perpipaan/ 

Perpompaan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Pengembangan Embung Pertanian 

 

 

c) Pengembangan Irigasi Air Tanah 

 

 

 

 

 



d) Irigasi Bertekanan 

 

*Komponen Kegiatan disesuaikan kebutuhan di lapangan 

 

D. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan 

a) Calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam Kegiatan Pengembangan 

Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air 

Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023; 

b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi CP/CL terhadap usulan 

dari calon penerima bantuan untuk ditetapkan sebagai CP/CL yang 

layak mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkup Pertanian 

Kabupaten dengan melampirkan bukti hasil Verifikasi berupa Foto 0% 

open camera yang memuat titik koordinat dan waktu pengambilan 

gambar, peta cakupan area, dan biaya yang diusulkan per unit kegiatan 

per kelompok (Lampiran) 

c) Surat Keputusan dimaksud selanjutnya disampaikan kepada Direktur 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p Direktur Irigasi Pertanian 

sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan Padat Karya 

Produktif Infratruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian; 

d) Penerima bantuan dengan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapang 

(PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim 

Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas (Lampiran) 

e) Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada 

PPK Satker Pusat sebagai berikut: 

● SK CPCL 

● Surat Pernyataan Kelayakan dan Kesanggupan dari Dinas 

Pertanian Kabupaten 

● Ringkasan Kontrak 

● Perjanjian Kerjasama Swakelola (PKS) 



● Desain 

● Rincian Anggaran Belanja (RAB/RUK) 

● Proposal 

● Surat Pernyataan Kelompok 

● Surat Permohonan Pencairan Dana 

● Kuitansi/Bukti Pembayaran 

● Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 

● Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

● Berita Acara Serah Terima Meliputi Berita Acara Pemerikasaan Hasil 

Pekerjaan,Penyerahan dan Pengelolaan Penyusuna Perjanjian 

Kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan, Surat pernyataan 

penerima bantuan, SPTJM dan surat keterangan hak guna 

pakai/hibah (proses pemberkasan)  

f) Transfer dana ke rekening penerima bantuan pencairan dana bantuan 

pemerintah dilakukan dalam 2 tahap (Tahap I sebesar 70%, Tahap II 

sebesar 30%); 

g) Pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima 

bantuan; 

h) UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang 

dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi 

sesuai tahap kegiatan; 

i) UPKK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas 

Pertanian Kabupaten untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ditjen 

Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas 

Pertanian Provinsi melalui aplikasi MPO. 

 

E. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan 

Sesuai PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Masyarakat, 

Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah penerima bantuan 

dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban 

bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, 

meliputi: 

a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat: 

● Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana 



● Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 

● Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan 

b) Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 

c) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus 

menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada 

PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama. 

d) Kegiatan yang telah selesai dikerjakan oleh penerima bantuan agar 

dikelola dengan baik dan benar serta berkelanjutan sehingga diperoleh 

output/keluaran sesuai yang diharapkan. Dinas Lingkup Pertanian 

Kabupaten/Kota dan Provinsi turut bertanggung jawab terhadap 

berjalannya kegiatan Padat Karya Produktif/Prasarana dan Sarana 

Pertanian di wilayahnya melalui pembinaan teknis, pemantauan dan 

evaluasi. 

e) Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi penerima 

bantuan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi. Penerima 

bantuan harus bersedia dan berusaha memelihara dan 

mengoperasionalkan pengelolaan irigasi pertanian secara swadaya dan 

swadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MONITORING, EVALUASI DAN, LAPORAN KEGIATAN 

 

A. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian 

Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 

Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. 

Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat 

Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing. 

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat 

a) Menyusun petunjuk teknis Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi 

Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan 

Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023. 

b) Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis, monitoring 

dan evaluasi kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ 

Prasarana dan Sarana Pertanian. 

c) Menyusun Laporan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi 

Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan 

Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Daerah 

a) Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi 

terkait. 

b) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas 

lapangan dan kelompok penerima bantuan Kegiatan Pengembangan 

Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi 

Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 serta 

melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan 

dana. 

c) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan 

fisik Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan 

Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali 

Iklim Tahun Anggaran 2023 dan operasional Kegiatan 

Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan 



Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun 

Anggaran 2023. 

d) Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dibuat oleh 

penerima manfaat dengan dibantu oleh tim teknis pada Dinas 

Pertanian tingkat kabupaten yang telah ditunjuk oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya dilaporkan melalui 

aplikasi MPO. Komponen yang harus dilaporkan melalui aplikasi 

MPO. 

  



BAB IV 

PENUTUP 

 

Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan 

Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 

merupakan salah satu alternatif pendukung pertanian melalui aspek irigasi 

pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh jajaran yang terkait 

baik langsung maupun tidak langsung, dapat bekerja dengan penuh tanggung 

jawab dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi 

masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian 

berkelanjutan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang 

sudah dikerjakan. 

 

 

 

 

           DIREKTUR JENDERAL, 

          

           ALI JAMIL 

           NIP 196508301998031001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































































































